
 



RENCANA AKSI KINERJA 
PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU TAHUN 2023 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja/Kegiatan 
Target 

Tahunan 
Kegiatan Triwulan 

Keterangan 
I II III IV 

1. Terwujudnya Proses 
Peradilan Yang Pasti, 
Transparan dan Akuntabel 

Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan 
Tepat Waktu 

85% 
    

Jangka Waktu Penyelesaian Perkara 
Tidak Melebihi 5 (Lima) Bulan Sesuai 
Dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 

1. Rapat Pelaksanaan Penyelesaian Perkara 
Tepat Waktu 

 
X    

 

2. Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Perkara 
Tepat Waktu 

 
X X X X 

 

Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan 
Tepat Waktu 

95% 
    

Jangka Waktu Penyelesaian Perkara 
Tidak Melebihi 5 (Lima) Bulan Sesuai 
Dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 

1. Rapat Pelaksanaan Penyelesaian Perkara 
Tepat Waktu 

 
X    

 

2. Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Perkara 
Tepat Waktu 

 
X X X X 

 

Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan 
Keadilan Restoratif 

20% 

    

Keputusan Direktur Jenderal Badan 
Peradilan Umum Nomor 
1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang 
Pemberlakuan Pedoman Penerapan 
Keadilan Restoratif 

1. Rapat Pelaksanaan Penyelesaian Perkara 
menggunakan pendekatan Keadilan 
Restoratif. 

 
X    

 

2. Peningkatan Pemahaman Hakim tentang 
pelaksanaan Restoratif Justice 

 
X    

 

3. Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Restoratif 
Justice 

 
X X X X 

 

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan 
Upaya Hukum Banding 

85% 
    

 

1. Rapat Pelaksanaan Penyelesaian Perkara  X     

2. Peningkatan Kompetensi Hakim dan Kualitas 
Putusan 

 
X  X  

 

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan 
Upaya Hukum Kasasi 

85% 

    

Perkara yang hanya dapat menempuh 
upaya hukum kasasi seperti Perkara 
Pidana dengan Putusan Bebas dan 
Perkara Permohonan 

1. Rapat Pelaksanaan Penyelesaian Perkara  X     



2. Peningkatan Kompetensi Hakim dan Kualitas 
Putusan 

 
X  X  

 

Persentase Perkara Pidana Anak Yang 
Diselesaikan Melalui Diversi 

20% 

    

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 
Tahun 2014 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem 
Peradilan Pidana Anak 

1. Rapat Penyelesaian Perkara Anak Melalui 
Diversi 

 
X    

 

2. Peningkatan Kompetensi Hakim Anak  X  X   

Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas 
Terhadap Layanan Pengadilan 

90 

    

Keputusan Direktur Jenderal Badan 
Peradilan Umum Nomor 
1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata 
Cara Penggunaan Aplikasi Survei 
Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan 
Umum dan Peradilan Dibawahnya. 

1. Evaluasi Pemberian Pelayanan Kepada 
Masyaraat 

 
X  X  

 

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi  X X X X  

2. Penigkatan Efektifitas 
Pengelolaan Penyelesaian 
Perkara 

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata 
Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu 

100% 

    

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2011 Tentang Perubahan Surat 
Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 
2010 Tentang Penyampaian Salinan 
Putusan dan Petikan Putusan 

1. Rapat pelaksanaan pengiriman putusan 
kepada para pihak tepat waktu 

 
X    

 

2. Monitoring & Evaluasi pelaksanaan 
pengiriman putusan kepada para pihak tepat 
waktu 

 
X X X X 

 

Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana 
Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu 

100% 

    

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2011 Tentang Perubahan Surat 
Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 
2010 Tentang Penyampaian Salinan 
Putusan dan Petikan Putusan 

1. Rapat pelaksanaan pengiriman putusan 
kepada para pihak tepat waktu 

 
X    

 

2. Penguatan Koordinasi antara Panitera dan 
Sekretaris dalam hal pengguna anggaran 
penyampaian putusan 

 
X    

 

3. Monitoring & Evaluasi pelaksanaan 
pengiriman putusan kepada para pihak tepat 
waktu 

 
X X X X 

 



Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui 
Mediasi 

20% 
    

 

1. Rapat Koordinasi penyelesaian perkara 
Perdata melalui mediasi 

 
X    

 

2. Peningkatan Kompetensi Mediator  X  X   

3. Monitoring & Evaluasi penyelesaian perkara 
perdata melalui mediasi 

 
X X X X 

 

3. Meningkatnya Akses 
Peradilan Bagi Masyarakat 
Miskin dan Terpinggirkan 

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu 
Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum 
(POSBAKUM). 

100% 
    

 

1. Pengadaan Jasa Advokat Piket  X     

2. Penetapan Pelaksanaan Piket Advokat  X     

3. Publikasi Layanan Posbakum kepada 
masyarakat 

 
X    

 

4. Monitoring & Evaluasi Advokat Piket  X X X X  

4. Meningkatnya Kepatuhan 
Terhadap Putusan 
Pengadilan 

Menindaklanjuti Permohonan Eksekusi Terhadap 
Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum 
Tetap (BHT) 

70% 
    

Permohonan Eksekusi Yang 
Ditindaklanjuti Dengan Aanmaning, Sita 
Eksekusi, Lelang dan Pengosongan 

1. Rapat Koordinasi Tindaklanjut permohonan 
eksekusi 

 
X    

 

2. Peningkatan Kompetensi Panitera & Juru Sita  X     

3. Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Eksekusi  X X X X  

 
 
 

Lubuklinggau, 16 Januari 2023 
Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau 
 
 
 
 
 
 
Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H. 
NIP 197106131996031002 
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